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ABSTRAK 

 

Ardy Ambarkasih. 201910115339. Pemberatan Sanksi Pidana Restitusi Bagi 
Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 
 
Pemberatan sanksi pidana restitusi bagi seorang guru yang melakukan tindak 
pidana kekerasan seksual, seperti dalam kasus Herry Wirawan, merupakan suatu 
hal yang serius dan penting untuk dipertimbangkan oleh pengadilan. Tindak 
kekerasan seksual, terutama saat dilakukan oleh seorang guru yang seharusnya 
menjadi figur otoritatif dan aman bagi murid-muridnya, merupakan pelanggaran 
serius terhadap kepercayaan dan keamanan. Pemberatan sanksi pidana dengan 
restitusi bisa menjadi langkah yang tepat untuk memberikan dampak yang 
signifikan kepada pelaku kekerasan seksual. Restitusi dalam konteks ini bisa berarti 
memberikan kompensasi kepada korban sebagai bentuk pengakuan terhadap 
dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku. Sanksi ini bisa menjadi salah satu 
bentuk keadilan bagi korban dan menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak 
dapat ditoleransi dalam masyarakat. Namun, perlu juga dipertimbangkan bahwa 
pemberatan sanksi pidana bukanlah satu-satunya hal yang harus dipertimbangkan 
dalam penanganan kasus semacam ini. Proses hukum harus mempertimbangkan 
keadilan, rehabilitasi, serta upaya pencegahan agar tindak kekerasan semacam itu 
tidak terjadi lagi di masa depan. Selain itu, sistem pendidikan juga perlu melakukan 
langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap murid-
murid agar kasus serupa tidak terulang. Setiap tindakan pidana harus diperlakukan 
secara serius dan proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan 
mempertimbangkan keadilan bagi korban, rehabilitasi bagi pelaku, dan upaya 
pencegahan untuk masa depan yang lebih aman bagi semua pihak terlibat. 
 
Kata kunci: Restitusi, Guru, Kekerasan Seksual. 
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ABSTRACT 

 

Ardy Ambarkasih. 201910115339. Purchase of Penal Penalty Restitution for 
Teachers as Perpetrators of Sexual Violence Penalty. 
 
The imposition of a criminal sanction of restitution for a teacher who commits a 
crime of sexual violence, as in the case of Herry Wirawan, is a serious and 
important matter to be considered by the court. Sexual violence, especially when 
committed by a teacher who is supposed to be an authoritative and safe figure for 
his pupils, is a serious violation of trust and security. Strengthening criminal 
sanctions with restitution could be an appropriate step to have a significant impact 
on the perpetrators of sexual violence. Restitution in this context could mean giving 
compensation to the victim as a form of acknowledgement of the impact caused by 
the perpetrator's actions. These sanctions could be a form of justice for the victims 
and affirm that such acts are intolerable in society. However, it should also be 
considered that the lifting of criminal sanctions is not the only thing to be 
considered in dealing with such cases. The legal process must consider justice, 
rehabilitation, as well as preventive efforts to prevent such acts of violence from 
happening again in the future. In addition, the education system also needs to take 
measures to ensure the safety and protection of the students so that similar cases 
do not happen again. Any criminal act must be treated seriously and 
proportionately in accordance with applicable law, taking into account justice for 
victims, rehabilitation for perpetrators, and preventive efforts for a safer future for 
all parties involved. 
 
Keywords: Restitution, Teachers, Sexual Violence. 
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